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BAB 111

PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan paparan hasil Penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, maka
dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Implementasi Pasal 10 Ayat (3) Peraturan Menteri Perdagangan
Nomor 53 Tahun 2012 tentang kewajiban penerima waralaba yang wajib
mendaftarkan perjanjian waralabanya dilihat dari kondisi pelaku usaha
waralaba di lapangan masih terdapat pelaku usaha yang tidak mendaftarkan
perjanjian waralabanya dan dapat dilihat bahwa pengawasan pemerintah
terhadap pelaku usaha waralaba belum menjangkau seluruh pelaku usaha
waralaba khususnya penerima waralaba dalam skala menengah ke bawah,
sehingga melihat ketentuan mengenai sanksi bagi pelaku usaha yang tidak
mendaftarkan perjanjian waralabanya sesuai dengan Pasal 32 Peraturan
Menteri Perdagangan Nomor 53 Tahun 2012 yaitu pengenaan sanksi berupa
sejumlah denda bagi pelanggar atau pelaku usaha waralaba yang tidak
mendaftarkan perjanjian waralabanya juga tidak dilakukan oleh Pemerintah.

B. Saran

Diharapkan agar Pemerintah Daerah dalam menjalankan pengawasan

terhadap usaha waralaba dapat lebih disiplin dan rutin dalam melakukan
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pengawasan di lapangan sehingga dapat diketahui dengan jelas usaha-usaha
mana saja yang dijalankan secara illegal dan tidak melakukan pendaftaran,
dan juga supaya implementasi Pasal 10 Ayat (3) Peraturan Menteri
Perdagangan Nomor 53 Tahun 2012 tentang kewajiban penerima waralaba
yang wajib mendaftarkan perjanjian waralaba benar-benar tertib dijalankan

oleh pelaku usaha waralaba dan menjadi pelaku usaha yang profesional.
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